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ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, baik dan buruk perjalanan
bangsa di masa depan berada di tangan mereka, sehingga keberadaan anak
terlantar merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Secara yuridis
berbagai hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak terlantar
di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 34
menunjukkan kewgjibaan dan tanggung jawab negara untuk memelihara dan
melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Masalah pemeliharaan dan
pengasuhan anak terlantar ini secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Pengasuhan Anak. Dalam hukum Islam istilah anak terlantar dapat disepadankan
dengan istilah al-laqit. Sebagal negara yang mayoritas berpenduduk muslim maka
sangat penting untuk mengkaji masalah hak asuh anak terlantar di Indonesia dari
sudut pandang hukum Islam. Bertolak dari hal tersebut maka penulis melakukan
studi tinjauan Hukum Islam tentang hak asuh (hadanah) anak terlantar di
Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan yuridis-
normatif yang menggunakan tinjauan norma hukum Islam, meliputi a-Qur’an, as-
Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fikih untuk menjawab masalah penelitian.
Sifat dari penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang memiliki
korelas dengan masalah penelitian.Semua data yang telah terkumpul dianaisis
dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewagjiban dan
tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat
bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dapat disepadankan dengan al-laqit
dalam hukum Islam. Perlindungan kepada al-laqit berhukum fardlu kifayah dan
dapat meningkat menjadi fardlu ‘ain jika anak tersebut terancam keselamatan
jiwannya. Adapun ketentuan tentang hak asuh (hadanah) anak terlantar dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam Peraturan Menteri
Sosia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak
terdapat ketentuan tentang pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis
lurus ke bawah sampal dengan dergjat ketiga yang tidak sesuai dengan hukum
Islam, karena salah satu syarat sebagai pengasuh adalah mukallaf (dewasa dan
berakal sehat).

Kata Kunci: anak terlantar, al-lagit, hak asuh, peraturan perundang-
undangan, dan hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M Mujib Bahkiyar Sarifudin A

NIM : 10350006

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau

penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

20 Jumadil awwal 1438 H
Yang menyatakan

Yogyakarta,]7 Februari 2017 M

(M Mujib Bahkiyar Sarifudin A)



277 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Mujib Bahkiyar Sarifudin A

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi saudara:

Nama : M Mujib Bahkiyar Sarifudin A

Nim : 10350006

Judul Skripsi : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH
ANAK TERLANTAR DI INDONESIA”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas segera dimunaqgasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 26 Jum Awwal 1438 H
23 Februari 2017 M

Pembimbing

Yasin Baidi, $.Ag. . M.Ag.
NIP:1970030Z 198803 1 003




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

DID jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-127/Un.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ;'ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK TERLANTAR DI
INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MUIJIB BAHKIYAR SARIFUDIN A,
Nomor Induk Mahasiswa : 10350006

Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2017

Nilai ujian Tugas Akhir ' A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

ua Sidang

Yasin Baidi, S Ag, M.Ag.
NIP. 19700302/199303 1 003

Penguji I ) Penguji II
"
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SL. . Siti Djazimah, S.Ag., M.SL.

NIP. 19620908 198903 2 006 NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 29 Maret 2017
UIN Sunan Kalijaga

4 /4 AEINAMNAT



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman tranditerasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/U/1987, tanggal 22 Januari1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor:

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
J Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba’ b Be
< Ta’ t Te
& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jm ] Je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ kh kadan ha
2 Dal d De
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
B Ra’ r Er
B) Zai z Zet
o Sin S Es
g Syin sy esdan ye
ua Sad S es (dengan titik di bawah)
Ua Dad d de (dengan titik di bawah)

Vi

158/1987 dan




L Ta t te (dengan titik di bawah)
L 7a z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Komaterbalik di atas
¢ Gain g ge
—a Fa’ f ef
& Qaf q qf
| Kaf k ka
J Lam [ el
N Mim m em
O Nuin n en
3 Waw w we
5 Ha’ h ha
13 Hamzah apostrof
“ Ya y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
Cpdania ditulis muta’ aqqidin
S ditulis “iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Biladimatikan ditulish
aa ditulis hibbah
L ditulis jizyah

Vii




Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

BRI PN ditulis karamah al-auliya’

2. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulist

hall 318 ) ditulis zakatul fitri
D. Vokal Pendek
Kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

Kasrah + ya’ mati ditulis [

Fathah + alif ditulis a

Dammah + wawumati ditulis a

viii




F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

Fathah + wawumati ditulis au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
] ditulis a’antum
e ditulis u'iddat
A3 S ditulis la’insyakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Biladiikuti huruf Qamariyah
o Al ditulis al-Qur’an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya

eland) ditulis as-Sama’
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian K alimat
2580 (5 6 ditulis zawi al-furad
aaudl Jal ditulis ahl as-sunnah




MOTTO

“Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda”
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini keberadaan anak terlantar masih menjadi masalah besar
bagi Indonesia. Di masyarakat memang telah banyak panti asuhan dan
sgienisnya yang didirikan oleh pemerintah maupun secara swadaya oleh
masyarakat untuk menangani masalah anak terlantar. Di sisi lain juga banyak
keluarga yang turut berpartisipasi dengan mengambil atau mengadops anak
terlantar sebagai anak angkat. Meskipun demikian, ternyata keberadaan anak
terlantar secara kuantitas masih sangat besar. Berdasarkan pernyataan Menteri
Sosial pada 21 Juli 2016, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak terlantar di
Indonesia.*

Keberadaan anak terlantar dalam jumlah sangat besar ini tentu sgja
sangat memprihatinkan, karena bagaimanapun juga mereka merupakan bagian
dari generasi penerus bangsa. Keberlangsungan dan baik buruk perjalanan
bangsaini di masa depan sangat ditentukan oleh para generasi penerus bangsa.
Jika keberadaan anak-anak terlantar ini tidak mendapat perhatian dan
penganan secara serius dari pemerintah dan masyarakat maka dikhawatirkan

akan menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari.

“Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar di Indonesa Masih Tinggi,”
http://www.suara.com/news/2016/07/21/134824/mensos-akui -juml ah-anak-terlantar-di-
indonesia-masih-tinggi. Diakses pada 28 September 2016.



Kepedulian negara terhadap nasib anak-anak terlantar pada dasarnya
telah tertuang dalam peraturan perundangan. UUD 1945 Pasal 34 menyatakan
bahwa, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal
tersebut menunjukkan kewagjibaan dan tanggung jawab pemerintah untuk
memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Secara
lebih lanjut, berkenaan dengan pemeliharaan anak terlantar ini, diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Pengertian anak terlantar berdasarkan undang-undang ini
adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, bak fisik,
mental, spiritual, maupun sosial.? Sedangkan batasan seseorang dikategorikan
sebagal anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.®

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya
hak asas anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan
pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan
baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini
dikuatkan melalui ratifikasi Konvens Internasional tentang Hak Anak, yaitu
pengesahan Konvenss Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child

% Pasal 1 angka 6.

% Pasal 1 angka 1.



(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).* Sesuai dengan amanat undang-undang
maka negara berkewagjiban untuk melindungi hak asas anak tanpa
membedakan anak terlantar atau bukan.

Islam sebagai agama rasmah li al-‘alamin yang dianut oleh sebagian
besar rakyat Indonesia penuh dengan muatan gjaran moral dan kasih sayang.
Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap hak-hak anak,
mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Kewagjiban menyusui (rada’ah),
mengasuh (Aadanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui,
kewgjiban memberi nafkah yang hala dan bergizi, berlaku adil dalam
pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik,
merupakan wujud dari kasih sayang Islam terhadap anak.”

Secara lebih lanjut hukum Islam juga mengatur berbaga ketentuan
yang berkenaan dengan anak terlantar. Dalam tinjauan hukum Islam istilah
anak terlantar dapat disepadankan dengan istilah al-laqiz. Istilah al-lagit
berasal dari bahasa Arab yang berarti anak yang ditemukan terlantar di jalan,
tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut.® Y tsuf

Qardawi menyatakan bahwa al-lagi¢ sama dengan anak yatim, tetapi untuk

* Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

® Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” dalam, ASAS,
Vol.6, No.2, Juli 2014, him. 1.

® A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. ke-14
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), him. 1374



anak seperti ini lebih patut dinamakan ibnu sabil (anak jalanan) yang oleh
|slam dianjurkan untuk memeliharanya.’

Hukum memungut atau memelihara anak terlantar atau al-laqiz
menurut mayoritas ulama adalah fardu kifayah.® Konsekuensi yang timbul
dari hukum fardu kifayah ini maka apabila tidak ada salah satu anggota
masyarakat yang memungut atau memelihara anak terlantar tersebut maka
seluruh anggota masyarakat ikut berdosa. Apabila ketentuan hukum Islam ini
ditarik dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim, tentu sgja seluruh
muslim di Indonesia turut menanggung dosa jika mengetahui masih ada anak
terlantar namun tidak peduli terhadap nasib mereka. Ketentuan hukum ini
menunjukkan betapa besar kepedulian Islam terhadap penderitaan anak-anak
terlantar.

Keberadaan anak terlantar di Indonesia yang cukup besar seakan
menunjukkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap mereka, padahal
mayoritas anggota masyarakat di Indonesia adalah muslim. Kondisi ini tentu
sgja bertolak belakang dari gjaran agama dan ketentuan hukum Islam. Bisa
jadi ha ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang gjaran Islam untuk
mengentaskan nasib anak terlantar.

Masyarakat agaknya cenderung menganggap bahwa kewagjiban untuk

memelihara anak terlantar hanya kewagjiban pemerintah selaku pengemban

" Yusuf a-Qardlawi, Halal dan Haram dalam Pandangan Islam, aih bahasa
Mu'ammal Hamidy (Jakarta: PT. Binallmu, 1993), him. 53-54.

8 Wahbah Az-Zuhailt, Al-Figh al-Islam wa Adillatuh, cet. ke-2 (Damaskus: Dar Al-
Fikr), V: 764.



negara, karena memang secara jelas UUD 1945 menyatakan, “Fakir miskin
dan anak terlantar dipelihara oleh negara™ Keberadaan anak terlantar
memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berbaga hal yang
berkaitan dengan anak terlantar diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Berpijak dari hal ini maka sangat menarik untuk mengkaji Iebih lanjut tentang
konsep anak terlantar di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

Pengasuhan merupakan upaya terbailk untuk memelihara dan
melindungi anak terlantar. Hal itu dikarenakan setigp anak membutuhkan
asuhan orang dewasa agar jasmani dan rohaninya dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik dan wajar. Masalah pengasuhan anak, termasuk anak
terlantar, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Masalah pengasuhan ini, terutama
tentang hak asuh (hadanah) anak terlantar di Indonesia sangat menarik untuk
dikaji melalui analisis hukum Islam.

Bertolak dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan
studi tentang anak terlantar dalam penelitian skripsi ini dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia.”

® Pasal 34 ayat (1).



B. Pokok Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang

akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1

Bagaimana hukum perlindungan terhadap anak terlantar dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam?
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

Untuk menjelaskan hukum perlindungan terhadap anak terlantar dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam.

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut;

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pengetahuan bagi pemikiran hukum Islam dan mempunyai signifikasi
akademis dengan bagi penelitian lebih lanjut terutama dalam kaitannya
dengan permasalahan anak terlantar.

Secara praktis pendlitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu

pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan ketentuan hukum



Islam tentang anak terlantar dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi
institusi pemerintah maupun masyarakat dalam menangani masalah anak

terlantar.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian
tersebut diantaranya sebagai berikut :

Penelitian Moh. Sitta Fathurrohman dalam Skripsi dengan judul, “Hak
Asuh Atas Anak (Hadanah) antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah
Terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri.” Penelitian ini membahas tentang
persoalan pemeliharaan anak (hadanah) yang menjadi korban dari setelah
terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Hasil penelitian Fathurrohnman
menunjukkan bahwa hukum Islam dalam menetapkan masalah pengasuhan
anak (hadanah) ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, al-Hadis dan para pendapat
imam mazhab yaitu, apabila seorang suami dan isteri bercerai dan terdapat
anak yang belum dewasa maka anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,
baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan menurut hukum Adat
apabila seorang suami dan isteri bercerai atau meninggal dunia dan terdapat

anak yang belum dewasa, maka anak tersebut ditetapkan ikut ayah atau ibu



sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut dan yakini menurut
ketentuan Adat.™

Penelitian Amanda Tikha Santriati dalam Skripsi yang berjudul
“Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta ditinjau
Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Penelitian ini
membahas tentang perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota
Y ogyakarta.Hasi| penelitian Santriati menunjukkan bahwa Dinas Sosial sudah
menjalankan amanatnya sesuai aturan yang ada melalui kerjasama dengan
beberapa instans dan Lembaga Kesgahteraan Sosia Anak di Yogyakarta
untuk mengadakan Program Kesgahteraan Sosial Anak. Program yang
meliputi pemberian bantuan kebutuhan dasar anak dan program Wajib Belgjar
12 Tahun berpengaruh bak terhadap pendidikan anak terlantar di
Y ogyakarta

Penelitian Evi Mulyati dalam Tesis yang berjudul, “Penanganan Kasus
Anak Terlantar Melalui Mangjemen Kasus di Pusat Dukungan Anak dan
Keluarga (PDAK) Y ogyakarta.” Penelitian ini membahas tentang penanganan
kasus anak terlantar melalui managjeman kasus yang dilakukan oleh Pusat

Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) di Yogyakarta. Hasil penelitian

10 Moh. Sitta Fathurrohman, “Hak Asuh Atas Anak (Haganah) antara Hukum Islam
dan Hukum Adat setelah Terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri,” Skripsi (Y ogyakarta:
Fakultas Syari‘ahUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), tidak
diterbitkan.

' Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota
Y ogyakarta Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Skrips
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Y ogyakarta, 2013), tidak diterbitkan.



menunjukkan bahwa penanganan kasus anak terlantar dilaksanakan melalui
mangjemen kasus yang terdiri dari intake dan engagement, asesmen,rencana
intervensi, intervensi, monitoring, evaluasi, terminasi, dan penutupankasus
(case close). Penanganan kasus anak terlantar melaui  mangemen
kasus merupakan pendekatan yang sangat tepat, karena dengan adanya
masalah yang kompleks tentunya memiliki kebutuhan penanganan yang
berbeda.**

Penelitian  Wiwit Emi Lestari dalam Skrips yang berjudul,
“Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Lembaga
Kesgahteraan Sosia Anak (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Y ogyakarta.”
Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan fungsi keluarga bagi anak terlantar
yangdilakukan oleh Lembaga Kesgahteraan Sosiad Anak (LKSA) Hamba,
Pakem,Sleman, Y ogyakarta. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam
memenuhi fungsi keluarga bagi anak terlantar yang dilakukan oleh LKSA
Hamba, Pakem, Sleman,Yogyakarta adalah dengan mengadakan kegiatan-
kegiatan seperti pemberian fasilitas sekolah formal dan non formal, bimbingan
belgjar, bimbingan pelgjaran keagamaan, bimbingan ekstrakulikuler komputer,
bimbingan ekstra kulikuler menjahit, bimbingan ekstrakulikuler tata boga,
pembuatan akta kelahiran dankartu keluarga, kegiatan liburan bersama,
penciptaan kedekatan emosional pengasuh dan anak serta pelatihan parenting

dan konseling bersama untuk para pengasuh. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan

2 Evi Mulyati, “Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus di
Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Yogyakarta,” Tesis (Y ogyakarta:Program Studi
Interdisciplinary Islamic StudiesP ascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), tidak diterbitkan.
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ini telah cukup memenuhi lima fungs keluarga menurut yaitu memenuhi
fungs afeksi, ekonomi, edukasi, penugasan peran dan religi, serta fungs
rekreatif. ™

Dari telaah pustaka yang telah penulis lakukan ternyata belum ada
penelitian yang membahas masalah hak asuh anak terlantar dari sudut pandang
hukum Islam. Bertolak dari hal itu penulis tertarik untuk membahas tentang
lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar di

Indonesia.

. Kerangka Teoretik

Islam sangat serius dalam memberi perhatian terhadap anak. Banyak
ayat Al-Qur’an dan hadits yang membahas tentang berbagai hal dalam
kaitannya dengan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak. Dalam Al-

Qur’an Allah berfirman:**
o 3151 Al 1S ke i 04030 2¢dA 2 3 ol A
[KYR

Ayat ini mengisyaratkan perintah untuk memberi perhatian serius bagi

anak-anak. Para orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak

B3 Wiwit Emi Lestari, “Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta,” Skripsi
(Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Y ogyakarta, 2014), tidak diterbitkan.

¥ An-Nisa’ (4): 9.
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sebagal generasi penerus sehingga menjadi pribadi muslim yang kuat.
Perbuatan menel antarkan anak tentu saja berlawanan dengan perintah Allah.
Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak
memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak,
misanya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan
pendidikan dan kesehatan yang layak.*®> Nabi Muhammad bersabda:
10 e g O W) 6 ally (58
Anak merupakan amanah dari Allah kepada orang tua. Tidak
diperkenankan bagi orang tua untuk menelantarkan anak dengan tidak
memenuhi  kebutuhan mereka. Penelantaran anak yang menjadi tanggung
jawab orang tua merupakan perbuatan dosa.
Masalah kemiskinan memang sering menjadi penyebab terjadinya
kasus penelantaran anak. Berkaitan dengan ini Allah juga berfirman:*’
Sk Giba atE KOSy Al So Lligs A0 e
Perbuatan menelantarkan anak sama sgja dengan membunuh mereka
secara perlahan baik secara fisk maupun mental. Anak-anak belum memiliki

kemampuan sempurna untuk memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun

mental, sehingga tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut

> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, cet. ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006),
him. 37.

18 AbT Dawud Sulaiman ibn al-As’ath As-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Saudi Arabia:
Bayt a-Afkar ad-Dauliyyah, tt.), him. 199, hadits nomor 1692, “Kitab az-Zakah,” “Bab fi
Silah ar-Rahim.” Hadits dari Muhammad ibn Kathir dari Sufyan dari aba Ishaaq dari Wahbi
ibn Jabir al-Khoiwanty dari ‘Abdillah ibn ‘Amr.

Y Al-lsra’ (17): 31.
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diemban oleh orang tua. Anak terlantar sangat rentan terhadap risiko bahaya
yang dapat merenggut hidupnya. Penelantaran anak juga berisiko besar
membunuh potenss mental anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi
pribadi yang lebih baik.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik
anak adalah wajib, karena apabila anak tidak dirawat dan dididik dengan baik
maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada
kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan
dididik dengan baik.®®* Hukum Islam mempunya tujuan tercapainya
kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia
perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki
tersebut. Hal ini hanya dapat ditegakkan dengan jalan melindungi dan
memelihara keselamatan agama, jiwa, harta, dan keturunan.*®

Pada awa kemunculannya, Islam telah menggariskan panduan untuk
golongan anak yang kurang bernasib baik, yaitu anak-anak terlantar yang
disebabkan oleh kemiskinan kedua orang-tuanya atau faktor lainnya. Sejarah
mencatat bahwa Islam berada pada garis terdepan dalam usaha memberantas

keberadaan anak-anak terlantar sebagai bentuk kepedulian sosiad.® Islam

8 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru
Van Hoeven, 2001), him. 415.

9 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam (Y ogyakarta:
Fakultas Hukum Ul1, 1984), HIm. 30.

% Rifanto Bin Ridwan dan lbnor Azli lbrahim, “Ahkam al-Lagit: Konsep Islam
dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia,” Jurnal Tsagafah, Vol. 8, No. 2, (Oktober
2012), him. 312-313.
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adalah agama yang sempurna dan universal, syariat dan garannya sesuai
untuk semua tempat dan zaman. Islan memberikan perhatian yang besar
terhadap perlindungan anak.

Definis anak terlantar dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang tidak
terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun
sosia.? Kemudian dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2012 dibedakan antara anak terlantar dan anak balita
terlantar. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke
bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga
tidak mampu oleh orang tua’keluarga yang tidak memberikan pengasuhan,
perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya
semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.Anak
terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salahdan
ditelantarkan oleh orang tualkeluarga atau anak kehilangan hak asuh dari
orang tua/kel uarga.*

Konsep anak terlantar dalam hukum positif di Indonesia dapat
disepadankan dengan konsep al-laqit dalam hukum Islam. Kedua konsep

tersebut memang tidak sepenuhnya sama, tetapi secara esensid memiliki

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

2| ampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
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persamaan. Adapun yang dimaksud dengan al-laqi¢ ialah malqu¢ yaitu anak
yang ditemukan oleh seseorang atau disebut juga dengan manblid yaitu anak
yang dibuang atau ditelantarkan.?® Sejalan dengan pandangan ini Imam
Nawawi menyatakan al-laqi¢ adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal)
yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu,
kakek, atau kerabat).”* Menurut Ibn Rusyd al-lagiz adalah anak kecil yang
belum baligh, yang di temukan tanpa diketahuai asal-usul dan keluarganya.”
Menurut Sayyid Sabiq al-laqi¢ adalah anak kecil yang belum baligh, yang
diketemukan di jalan atau tersesat dijalan, dan tidak diketahui keluarganya.”®
Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi’i menyatakan bahwa hukum
mengambil al-laqi¢ adalah fardlu kifayah,kecuali jika dikuatirkan akan
kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi fardlu ‘ain. Menurut
Mazhab Hanafi hukum mengambil al-laqiz adalah mandub (disunahkan) dan
merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang.
Hukum mandub ini dapat berubah menjadi fardlu kifayah, jika ditakutkan

akan membinasakan anak tersebut apabilaiatidak diambil .

“Muhammad Az-Zuhaill, Al-Mu‘tamad fi al-Figh asy-Syafi‘, cet. ke-3 (Damaskus:
Dar a-Qalam, 2011), I11: 693.

#Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf a-Nawawi a-Dimasyqi, Raudah at-Thalibin wa
‘Umdah al-Muftin (Beirut: Darul Kitab lImiyah, tt), him. 288.

% |bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Mugtashid (Beirut: Dar a-Fikr, tt.),
11: 296.

% Sayyid Sabbig, Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf, dkk. (Bandung: PT.
Al-Ma’arif, 1987), him. 82.

" Wahbah Az-Zuhailt, Al-Figh al-Islam, V: 764-765.
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F. Metode Pendlitian
1. JenisPenelitian
Jenis pendlitian ini adalah penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur-literatur
kepustakaan, seperti  kitab-kitab fikih dan peraturan perundangan yang
berkaitan dan relevan dengan pokok masalah penelitian.
2. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu suatu
penelitian tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.? Pendlitian ini
mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan-ketentuan tentang anak
terlantar dalam peraturan perundang-undangan dan selanjutnya
memberikan penilaian sesuai atau tidak dengan hukum Islam.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data
sekunder.?® Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan
penelitian hukum yang mentelaah aspek normatif, lega forma atau

peraturan-peraturan tertulis. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian

%8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), him. 22.

#Sperjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), him. 13-14.
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ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma
hukum yang berkaitan dengan masalah anak terlantar. Norma hukum
Islam dalam penelitian ini meliputi a-Qur’an, as-Sunnah, dan pendapat
para ulama ahli fikih.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan
masalah penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan
dengan membaca dan mempelagjari berbagai literatur tentang peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih, fatwa ulama, laporan hasil
penelitian, dan karyatulis seperti buku, makalah dan artikel.

5. AndisisData

Semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan
metode deduktif yaitu suatu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan
yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan
kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya
khusus*® Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan
sistematika data. Pada tahap ini semua data yang terkumpul diseleks,

diklasifikasikan, dan disgiikan secara deskriptif sehingga didapatkan

0Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi  Pendlitian (Bandung: CV.
Mandar Maju, Bandung, 2002), him. 23.
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gambaran fakta yang jelas, rinci, dan sistematis. Data-data yang telah
tersusun secara sSistematis tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan teori-teori hukum Islam. Analis data ini dilakukan untuk

memperoleh jawaban atas pokok masal ah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian mudah untuk dipahami maka
skripsi ini disgjikan secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat tujuh sub bab.
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Latar belakang masalah membahas tentang hal-hal yang menjadi
latar belakang dari masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan
penegasan dari masalah penelitian yang yang terkandung dalam latar belakang
masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian memuat harapan atau cita-cita yang
ingin dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini.
Telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur berkaitan dengan
masalah penelitian untuk membuktikan kelayakan dan orisinalitas dari
penelitian ini. Kerangka teoretik membahas tentang konsep atau teori sebagai
acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah penelitian.
Metode penelitian berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian.
Sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dan urutan bahasan

dalam skripsi.
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Bab kedua, membahas tentang teori tentang hak asuh anak dalam
hukum Islam (hadanah). Bahasan ini ditempatkan dalam bab dua karena
untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak terlantar di
Indonesia membutuhkan pemahaman tentang teori hak asuh anak (fadanah)
dalam hukum Islam. Bab dua ini terdiri memuat tentang pengertian dan dasar
hukum hadanah, kriteria para pihak dalam Aadanah, dan hak Aadanah.

Bab Ketiga, membahas tentang hak asuh anak terlantar di Indonesia.
Bab ini memuat data-data penelitian yang berkaitan dengan hak asuh anak
terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ketiga ini
terdiri dari empat sub bab yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum
anak terlantar, penyebab anak terlantar, kriteria anak terlantar, perlindungan
hukum terhadap anak terlantar, dan pengasuhan anak terlantar.

Bab Keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap hak
asuh anak terlantar di Indonesia. Dalam bab ini ketentuan-ketentuan tentang
anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dianalisis
dengan menggunakan teori hukum Islam. Bab keempat ini terdiri dari dua sub
bab sesuai dengan dua pokok masalah dalam penelitian ini, yang meliputi
anak terlantar dalam tinjuan hukum Islam dan hak asuh anak terlantar dalam
tinjauan hukum Islam.

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari
penelitian dan saran dari penulis kepada beberapa pihak berkaitan dengan

berdasarkan pada hasil penelitianini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab terdahulu maka
peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak kewagjiban dan tanggung jawab untuk
menyel enggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua/lwali. Anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia mencakup anak terlantar yang tidak diketahui keberadaan
orang tua atau keluarganya dan anak terlantar yang masih tinggal bersama
orang tua atau keluarganya. Adapun dalam hukum Islam anak terlantar
yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau keluarganya disebut
dengan al-lagit. Anak terlantar yang tinggal bersama orang tua atau
keluarganya belum dapat disebut dengan al-laqgit, karena salah satu kriteria
al-lagit adalah ad-daya’ yaitu anak yang terbuang dari orang tua atau
keluarganya tetapi memberi perlindungan kepada anak tersebut dihukumi
sama dengan memberi perlindungan kepada al-laqit yaitu fardlu kifayah

dan dapat meningkat menjadi fardlu ‘ain jika anak tersebut terancam
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kesedlamatan jiwanya. Dengan demikian antara peraturan perundang-
undangan di Indonesia dan hukum Indonesia terdapat kesesuaian tentang
perlindungan terhadap anak terlantar.

2. Hak asuh anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
berada di tangan orang tua, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah sampai dengan dergat ketiga, keluarga kerabat, orang di luar
keluarga sebagal orang tua asuh atau orang tua angkat, dan lembaga
kesgjahteraan sosial anak atau panti asuhan. Secara umum pihak-pihak
yang dapat memegang hak asuh (hadanah) anak terlantar dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hukum Islam, tetapi
terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu ketentuan
tentang pengasuhan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah
pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Hak asuh (hadanah) anak oleh
keluarga sedarah ke bawah sampa dengan dergat ketiga tidak sesual

dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran
1. Pendliti menyadari masih banyak kekurangan dari penelitian ini sehingga
membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk semakin meningkatkan
kepedulian perlindungan hukum terhadap anak terlantar, terutama dari

kalangan akademisi.
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2. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia peneliti menyarankan agar
melakukan peninjauan kembali terhadap pasal Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Pengasuhan Anak, karena menurut peneliti tidak rasional jika seorang
anak (seseorang yang berusia dibawah 18 tahun) diasuh oleh keluarga
sedarah dalam garis lurus ke bawah sampa dengan dergat ketiga.
Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Akan lebih
rasional dan sesuai hukum lIslam jika diganti dengan keluarga sedarah

dalam garis ke samping (saudara, paman/bibi).
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HLM.

FN.

TERJEMAH

10

14

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggakan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, vyang mereka khawatir terhadap
(kesgiahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar

11

16

Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan
orang yang menjadi tanggungannya.

11

17

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena
takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki
kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

19

33

Hadanah secara istilah adalah tindakan untuk menjaga
orang yang tidak tamyiz, tidak mampu mengurusi
kebutuhannya sendiri, dan pemeliharaan dengan ha yang
dapat memberi kebaikan padanya, dan melindunginya dari
hal yang mengganggunya.

19

34

Hadanah secara syara adalah pemeliharaan anak bagi
orang yang memiliki hak hadanah, atau pemeliharaan dan
penjagaan orang Yyang tidak mampu mengurus
kebutuhannya sendiri karena tidak tamyiz seperti anak-
anak dan orang dewasa yang gila.

21

39

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, vyang mereka khawatir terhadap
(kesgjahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar

22

40

Hal orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

22

41

Ha orang-orang Yyang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

22

42

Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan
orang yang menjadi tanggungannya.

10

75

167

Al-laqit secara bahasa adalah sesuatu yang dipungut atau




diangkat dari tanah, sedangkan secara terminologi al-laqit
adalah adalah anak kecil yang hilang atau pada
kebiasaannya dibuang di suatu tempat yang tidak
diketahui ayah atau ibunya. Anak tersebut dibuang karena
Khawatir tidak mampu memberi nafkah atau untuk
menyelamatkan diri dari tuduhan zina ataupun karena
sebab-sebab lainnya.

11

75

168

Al-lagit menurut syara’ adalah anak al-dai’ yang tidak
ada penanggungjawabnya. Pengertian al-dai’ sendiri
adalah manbidh (anak terbuang/terlantar) yang tidak
diketahui orang tuanya. Adapun penyebab al-laqit
diantaranya yaitu anak tersebut hasil perbuatan zina
sehingga ibunya membuangnya karena merasa malu, atau
suami yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab
untuk memelihara anaknya sehingga membuang anak
tersebut dan berharap ada orang yang mengambilnya
untuk dipelihara, atau ibunya meninggal sehingga anak
tersebut menjadi lemah.

12

79

172

Tigasyarat bagi al-laqit :

1-Anak kecil; Orang dewasa (baligh) tidak dapat
dikategorikan sebagai al-laqit karena tidak membutuhkan
pengasuhan (hadanah), perlindungan, dan pemeliharaan,
tetapi jika tampak terjadi kerusakan bagi orang itu maka
kerusakan itu harus dihilangkan, bagi anak yang telah
mummayiz masih dapat dikategorikan al-lagit karena
masih membutuhkan perlindungan. Adapun orang gila
dapat disamakan seperti anak kecil.

2-Anak yang hilang: disyaratkan bagi al-laqit yaitu anak
yang hilang; artinya : anak yang terbuang, seperti tinggal
di jalanan, magjid atau tempat umum, jika ia bukan anak
yang terbuang maka hakim memberi pemeliharaan dan
keselamatan, untuk kemudian mengembalikan anak itu
kepada penanggungjawabnya, sebagaimana pemeliharaan
terhadap harta yang hilang.

3-Tidak ada penanggung jawab: penanggung jawab anak
yaitu ayah, kakek, dan orang yang menempati posisi
seperti mereka, jika seorang anak kecil masih memiliki
penanggung jawab maka tidak dapat diambil, tetapi jika
anak itu terpisah maka wajib memungut anak tersebut
untuk dikembalikan kepada dari penanggung jawab dan
pengasuhnya, jika anak itu tidak ada penanggung jawab
maka ia berada dalam penguasaan atau pemeliharaan
orang yang menemukan.

13

80

173

Al-lagrtadalah (anak) belum mumayyiz (tidak diketahui
nasabnya yang dibuang) di pinggir jalan atau di pintu
magjid atau di tempat lainnya (atau anak yang tersesat)




dari lahir (sampai usia tamyiz), dikatakan dalam kitab al-
Inshaf: hal tersebut menurut pendapat sahih dari madzhab.
Dikatakan: (hingga usia baligh menurut mayoritas ulama)

14

83

176

Orang dewasa (baligh) tidak dikategorikan sebaga al-
lagit; karena ia tidak membutuhkan pengasuhan
(hadanah), perlindungan, dan pemeliharaan, tetapi jika
tampak terjadi kerusakan bagi orang itu maka kerusakan
itu harus dihilangkan.

15

83

177

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada
mendatangkan kemaslahatan

16

89

187

Jka menemukan lagit di pinggir jalan maka
memungutnya, memeliharanya, dan menanggungnya
wajib kifayah... mengambil al-lagitfardu kifayah karena
firman Allah Ta’ala : (Dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa) dan selainnya.

17

89

188

(Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebgikan dan takwa) dan memungut lagitdidalamnya
terdapat tolong-menolong atas keselamatan hidupnya,
penjagaannya, dan pemeliharaannya, dan hal tersebut
merupakan kebaikan dan takwa.

18

89

189

Dan bebergpa imam: memungut anak lagit fardu
kifayahkecuali jika ditakutkan ia mengalami kerusakan
maka fardu ‘ain.

19

93

194

Pengasuhan adalah hak bagi anak dan orang yang
dihukumi sepertinya, maka wajib mengasuhnya sehingga
iatidak terlantar atau mengalami bahaya.

20

101

211

Pengasuhan adalah hak bagi anak dan orang yang
dihukumi sepertinya, maka wajib mengasuhnya sehingga
iatidak terlantar atau mengalami bahaya.
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